
BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

TAHUN : 2016 NOMOR:  5  

PERATURAN WALIKOTA CILEGON 

NO MOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO MOR 33 TAHUN 2009 TENTANG 

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON 

WALIKOTA CILEGON, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa pola tata kelola badan layanan umum daerah rumah 

sak:it umum daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota 

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Cilegon; 

b. bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota 

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Cilegon, perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Cilegon; 

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang ...  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang 

Perbendaharaan 

Indonesia Tahun 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Republik 

Lembaran 

Negara (Lembaran Negara 

2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5058); 

9. Peraturan . . .  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

15 .  Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola 

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Kata Cilegon 

Tahun 2009 Nomor 33) 

MEMUTUSKAN . . .  
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 33 TAHUN 2009 

TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut, diubah sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Walikota 

atas usulan Direktur. 

(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 

(tiga) orang atau 5 (lima) orang, dan seorang diantara 

anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan 

Pengawas. 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon, 

pada tanggal 02 Februari 2016 

Pj. WALIKOTA CILEGON, 

ttd 

SUYITNO 

Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 02 Fe ari 2016 

SEKRETARIS DAE H KOTA CILEGON, 

ABDUL HA IM LUBIS 

BERITA DAERAH KO A CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 5 


